
BUPATI PEMALANG 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Memmbang a bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Penyidik
Pegawai Negen Sipil dalam pelaksanaan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati di lmgkungan Pemenntah 
Kabupaten Pemalang, maka perlu perlmdungan hukum bagi 
Penyidik Pegawai Negn Sipil dalam melaksanakan penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar dapat berjalan 
dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, 

b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil di 
Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil di 
Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang, p e r lu  menyusun 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemndakan Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten 
Pemalang,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pemndakan Pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Pemalang,

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42),

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209),
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3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

5 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 
92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772),

6 Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5094),

7 Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pembmaan Penyidik Pegawai Negen Sipil dilmgkungan 
Pemenntah Daerah,

8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 
tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemenntah 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil di 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 12),

9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2016 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 14),
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENINDAKAN 
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI 
DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan
1 Bupati adalah Bupati Pemalang
2 Pejabat adalah pegawai yang diben tugas di bidang tertentu di Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3 Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya dismgkat PNS adalah warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negen atau 
diserahi tugas negara lamnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku

4 Penyidik Pegawai Negen Sipil, yang selanjutnya dismgkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negen Sipil tertentu di lmgkungan Pemenntah Kabupaten yang diben 
wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah

5 Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dismgkat Penyidik 
Poln adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diben 
wewenang oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan

6 Penyelidikan adalah serangkaian tmdakan penyidik untuk mencan dan 
menemukan suatu penstiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam undang - undang mi

7 Penyidikan adalah serangkaian tmdakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
tertentu untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ltu 
membuat terang tentang tmdak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya

8 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
9 Menejemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tmdak pidana 

oleh PPNS secara terencana, terorganisisr, terkendali, dan dilaksanakan secara 
efektif dan efesien

10 Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh mtansinya dan / atau secara 
struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangam perkara tmdak pidana 
tertentu yang menjadi kewenangan

11 Tmdak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tmdak 
pidana atau pelanggran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun 
peraturan perundang - undangan lamnya

12 Pengawasan Pengamatan Penelitian atau Pemenksaan adalah serangkaian 
tmdakan untuk mencan dan menemukan suatu penstiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- 
undangan sesuai dengan lmgkup tugas dan wewenangnya
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13 Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

14 Saksi adalah orang yang dapat membenkan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat dan / atau dialami sendiri

15 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang la dengar sendin, la 
lihat sendiri dan la alarm sendin dengan menyebut alasan dan pengetahuannya

16 Keterangan Ahli adalah keterangan yang dibenkan oleh seseorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemenksaan

17 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, 
baik antara yang satu dengan yang lam, maupun dengan tindak pidana ltu 
sendin, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya

18 Surat adalah benta acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialammya sendin, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya ltu

19 Keterangan terdakwa lalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 
perbuatan yang la lakukan atau yang la ketahui sendiri atau alami sendin

20 Laporan adalah pembentahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak 
atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadmya peristiwa pidana

21 Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang 
adanya suatu penstiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan 
sendiri maupun melalui pembentahuan yang disampaikan oleh seseorang karena 
hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang

22 Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang 
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah 
tindak pidana ltu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya 
diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan 
tindak pidana atau yang merupakan hasil tmdak pidana dan menunjukkan 
bahwa la adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan 
tindak pidana ltu

23 Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya dismgkat TKP adalah tempat dimana 
suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lam, dimana tersangka 
dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak 
pidana tersebut dapat ditemukan

24 Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahh, atau tersangka 
guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi 
berdasarkan laporan kejadian

25 Pemenksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan 
keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur- 
unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehmgga kedudukan atau peranan 
seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas 
dan dituangkan dalam Benta Acara Pemenksaan
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26 Surat Permtah Dimulainya Penyiaikan yang selanjutnya di singkat SPDP adalah 
Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan terhadap suatu 
penstiwa pidana telah mulai dilakukan

27 Penggeledahan Rumah adalah tmdakan penyidik untuk memasuki rumah tempat 
tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemenksaan dan atau 
penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut 
cara-cara yang diatur dalam KUHAP

28 Penggeledahan Badan adalah tmdakan penyidik untuk mengadakan pemenksaan 
badan atau pakaian tersangka guna mencan benda yang diduga keras ada pada 
badannya atau dibawanya serta untuk disita

29 Penyitaan adalah serangkaian tmdakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau 
menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan dan peradilan

30 Admmistrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penata usahaan 
untuk melengkapi admmistrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum PPNS 
dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati mi adalah membenkan pedoman hukum 
bagi PPNS dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati

BAB III

RUANG LINGKUP 

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah 
a Kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi PPNS, 
b Penggolongan tmdakan PPNS, 
c Pelaksanaan pemndakan PPNS, 
d Admmistrasi penyidikan

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI PPNS

Pasal 4

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati

Pasal 5

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan 
Daerah

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS 
berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI
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Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PPNS 
mempunyai wewenang,
a menenma laporan atau pengaduan dan seseorang mengenai adanya tmdak 

pidana atas pelanggaran Peraturan Dae rah, 
b melakukan tindakan pertama dan pemenksaan di tempat kejadian, 
c menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal din 

tersangka,
d melakukan penyitaan benda dan/atau surat, 
e mengambil sidikjan dan memotret seseorang,
f memanggil orang untuk didengar dan dipenksa sebagai tersangka atau saksi, 
g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemenksaan perkara,
h mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik Poln bahwa tidak terdapat cukup bukti atau penstiwa tersebut bukan 
merupakan tmdak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik 
membentahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau 
keluarganya,

i mengadakan tindakan lam menurut penangkapan atau penahanan
(2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan
(3) Untuk kepentmgan pemenksaan perkara, PPNS dapat memmta bantuan 

penangkapan dan/atau penahanan kepada Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 7

(1) PPNS disampmg memperoleh hak-haknva sebagai PNS, dapat dibenkan uang 
msentif

(2) Besamya uang msentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Dae rah

Pasal 8

(1) PPNS dalam menjalankan tugasnya diawali setelah mendapat pelimpahan kasus 
Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang sudah tidak 
dapat dibma oleh Satuan Polisi Pamong Praja

(2) Setelah penyerahan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati 
ke PPNS, selanjutnya melalui sekretariat PPNS menmdaklanjuti dengan 
penugasan anggota PPNS

Pasal 9

(1) Pelanggaran Peraturan Dearah dan/atau Peraturan Bupati yang sudah 
dilimpahkan kepada PPNS, sebelum diterbitkanya SPDP maka akan dilakukan 
pemanggilan

(2) Tujuan pemanggilan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar Peraturan 
Daerah atau Peraturan Bupati untuk diben pembmaan oleh PPNS berkaitan 
dengan pelanggaran yang telah dilakukan

(3) Jika pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati menyatakan siap 
mematuhi pasal yang dilanggar maka tidak dilanjutkan kepenyidikan

(4) Jika pelanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati menyatakan tidak 
bersedia mematuhi pasal yang dilanggar maka akan dilanjutkan penyidikan
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BAB V

PENGGOLONGAN TINDAKAN PPNS 

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan Satuan pohsi Pamong Praja maupun 
PPNS dapat digolongkan sebagai berikut 
a Penyelidikan, 
b Penyidikan,
c Penyelesaian Berkas Perkara, 
d Penyerahan Berkas Perkara, 
e Penghentian Penyidikan, 
f Admimstrasi Penyidikan

BAB VI

PELAKSANAAN PENINDAKAN

Bagian Kesatu 
Pen> elidikan

Pasal 11

(1) PPNS berdasarkan pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk 
melakukan penyelidikan

(2) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan 
untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lmgkup undang-undang yang 
menjadi dasamya

(3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan,dapat pula 
meminta bantuan peyelidik Poln

(4) Dalam hal seseorang/ badan usaha setelah dilakukan penyelidikan ditemukan 
alat bukti yang cukup dan saksi telah melakukan pelanggaran maka akan 
ditmgkatkan ke penyelidikan

Pasal 12

Tehnik yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pen} elidikan, meliputi antara lam 
a Observasi/ pengamatan, 
b Interview/wawancara, 
c Surveillance/ pembuntutan, 
d Undercover/ penyamaran

Pasal 13

(1) Observasi adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang, 
benda, tempat, kejadian/situasi

(2) Observasi diawali dan pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran 
umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara 
terpennci/khusus
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Pasal 14

(1) Wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dan orang 
yang memiliki atau diduga memiliki keterangan

(2) Wawancara dapat dilakukan secara tertutup maupun tertutup
(3) Wawancara yang dilakukan oleh penyelidik secara terbuka dilakukan dalam 

bentuk wawancara atau pemeriksaan sedan gkan interview secara tertutup 
dilakukan dengan menggunakan teknik undercover/penyamaran

Pasal 15

(1) Surveillance adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, 
tempat dan benda

(2) Surveillance biasanya dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan 
terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang 
yang diamati/orang tertentu

Pasal 16

(1) Undercover/penyamaran dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak 
mungkin didapat dengan cara-cara terbuka

(2) Petugas yang melakukan penyamaran harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan 
sehmgga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan wawancara, observasi, 
pembuntutan serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tmdakan lam yang 
mendukung tmdakan penyelidikan

Bagian kedua 
Penyidikan

Pasal 17

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan, 
a Sasaran penyidikan, 
b Sumber day a yang dilibatkan, 
c Cara bertmdak, 
d Waktu yang akan digunakan, dan 
e Pengendalian penyidikan

Pasal 18

Bentuk bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai benkut, 
a Pemberitahuan dimulamya penyidikan, 
b Pemanggilan, 
c Penggeledahan, 
d Penyitaan, 
e Pemeriksaan

Pasal 19

(1) Dalam hal dimulamya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan 
dimulamya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pemdikan Poln dengan
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surat pembentahuan dimulmya penyidikan ( SPDP ), kecuali undang -  undang 
menentukan lain

(2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan 
a Laporan kejadian,
b Surat perintah penyidikan, dan 
c Benta acara yang telah dibuat

(3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diteliti kelengkapanya, 
diteruskan oleh Penyidik Poln kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar 
dari Penyidik Poln

Pa sal 20

(1) Sebelum pembentahuan dimulamya penyidikan sebagaimana diamksud dalam 
pasal 19 ayat (1), PPNS dapat membentahukan secara lisan atau telepon, surat 
elektronik, dan pesan smgkat kepada Penyidik Poln guna menyiapkan bantuan 
penyidikan yang sewaktu -  waktu diperlukan PPNS

(2) Pembentahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan smgkat 
mengenai kejadian tmdak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau 
tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikan

Pasal 21

(1) Dalam hal SPDP telah ditenma oleh penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan 
penyidikan yang dimmta oleh PPNS

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordmasikan terlebih dahulu 
dengan PPNS

Bagiaan Ketiga 
Pemanggilan 

Pasal 22

(1) Pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa seseorang mempuri) ai peranan sebagai tersangka 
atau saksi dalam suatu tmdak pelanggaran yang terjadi dimana peranannya ltu 
dapat diketahui dan
a laporan masyarakat,
b pengembangan hasil pemenksaan yang dituangkan dalam Benta Acara 

Pemenksaan,
d laporan hasil penyelidikan

(2) Untuk melengkapi keterangan -  keterangan ,petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti 
yang sudah didapatkan tetapi dalam hal tertentu masih terdapat beberapa 
kekurangan

(3) Pemanggilan terhadap tersangka dan atau saksi haras dilakukan dengan Surat 
Panggilan yang sah sesuai bentuk dan fonnat yang sudah ditentukan sebgai bukti 
atas pelanggaran hukum apabila orang y ang dipanggil tidak memenuhi panggilan 
serta dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara

(4) Dalam surat panggilan haras disebutkan dengan jelas status orang yang dipanggil 
yaitu sebagai tersangka atau sebagaai saksi

(5) Pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah Kepala Satpol 
PP atau pejabat yang ditunjuk selaku PPNS

(6) Surat panggilan disampaikan oleh petugas Satpol PP langsung kepada Tersangka 
atau saksi yang dipanggil ditempat tmggal / kediaman dimana yang bersangkutan

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



berada, yang didahului dengan memperkenalkan din atau menunjukan identitas 
dm

(7) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil tidak berada ditempat maka tindakan 
yang diambil adalah
a surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat 

menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang 
bersangkutan ( misalnya Keluaiga, RT/RW, Pamong Desa ), 

b lembar lam surat panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang 
menyampaikan setelah ditandatangam oleh orang yang menenma atau bila 
tidak dapat menulis setelah dibubuhi capjempol

(8) Apabila tersangka atau saksi } ang dipanggil menolak untuk menenma surat 
panggilan maka tmdakan yang diambil adalah petugas tetap menyampaikan surat 
panggilan dengan membenkan penjelasan dan menjakmkan yang bersangkutan 
bahwa
a dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP, 
b memenuhi panggilan merupakan suatu kewajiban bagmya

(9) Hasil penyampaian surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada atasannya 
atau penyidik

Bagian Keempat 
Pengeledahan dan Pen} itaan 

Pasal 23

(1) Tmdakan penggeledahan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bukti- 
bukti atau barang bukti

(2) Sebelum melakukan tmdakan penggeledahan harus mengajukan permmtaan ljm 
kepada Ketua Pengadilan Negen se-daerah hukum untuk melakukan 
penggeledahan rumah atau tempat tertutup lamnva

(3) Setelah memeperoleh surat ljm dari Pengadilan Negen se-daerah hukum ( foto 
Copy ljm dan Ketua Pengadilan Negen ), segera menerbitkan surat permtah 
penggeledahan

(4) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak perlu ljm Ketua 
Pengadilan Negen tetapi harus membaw a surat penntah penggeledahan

(5) Hal-hal yang tidak perlu surat ljm ketua pengadilan negen apabila
a halaman rumah tersangka bertempat tmggal / berdiam dan yang ada 

diatasnya
b setiap tempat lam dimana tersangka bertempat tmggal atau berada ditempat 
c tmdak pidana pelanggaran dilakukan atau tempat lam yang terdapat bekas 

tmdak pidana pelanggaran 
d tempat penginapan dan tempat umum lamnya

(6) Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah,tetap 
dilaksanakan penggeledahan dengan disaksikan Kepala desa/Ketua Lingkungan 
serta minimal dua orang saksi

Pasal 24

(1) Penyitaan dilakukan manakala di perlu kannya barang bukti yang ada kaitannya 
dengan kasus / tmdak pidana yang teijadi untuk pernbuktian

(2) Penyitaan dilakukan setelah mengajukan permmtaan ljm penyitaan dan Ketua 
Pengadilan Negen setempat

(3) Setelah surat ljm penyitaan dikeluarkan, maka dikeluarkan surat penyitaan oleh 
Kepala Satpol PP atau pejabat yang ditunjuk
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(4) Hanya dalam hal mendesak dan sangat diperlukan terutama barang atau benda 
bergerak tidak perlu dengan Surat ljm penyitaan dan ketua Pengadilan Negen 
Setempat

Bagiaan ke lima 
Pemenksaan 

Pasal 25

(1) Seorang pemenksa harus memeenuhi persvaratan sebagai benkut
a mempunyai kewenangan melakukan pemenksaan dan membuat Benta Acara 

Pemenksaan baik sebagai PPNS maupun pembantu PPNS, 
b mempunyai pengatahuan yang cukup tentang hukum acara Pidana serta 

Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, 
c mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis 

profesional di bidang penyidikan, 
d memiliki kepnbadian

1 percaya pada din sendm,
2 mempunyai kemampuan menghadapi orang lam,
3 tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan orang lain,
4 sabar dapat mengendalikan emosi dan mengekang din,
5 kemampuan memlai dengan tepat dan bertindak cepat dan obyektif, 

khususnya dalam memlai sikap dan gerakan tersangka waktu menjawab,
6 tekun,ulet dan mampu mengembangkan misiatif,
7 mampu mempersiapkan rencana pemenksaan dengan baik sehingga dapat 

tepat guna dan berhasil guna
(2) Seseorang yang diperiksa harus memenuhi persyaratan sebagai beikut

a tersangka, saksi /  saksi ahli dalam keadaan sehat jasmam danrohani, 
b tersangka, saksi /  saksi ahli harus bebas dan rasa takut,
c terangka, saksi /  saksi ahli dipanggil dengan panggilan yang sah,kecuali bila 

tersangka ditangkap /  tertangkap tangan

Pasal 26

(1) Pemenksaan terhadap tersangka atau saksi harus ditempatkan di ruangan 
khusus untuk pemenksaan oleh PPNS

(2) Tempat pemenksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan 
menakutkan atau menyeramkan dan dalam keadaan tenang, terang dan terjamin 
keamanannya bagi tersangka maupun saksi

(3) Bila memungkmkan dapat dibuatkan ruangan khusus pemenksaan tersangka / 
saksi dengan segala prasarana dan sarana } ang diperlukan

Pasal 27

(1) Pemenksaan agar diusahakan sesegera mungkm /  tepat waktu sesuai dengan 
panggilan

(2) Selama melakukan pemenksaan PPNS untuk menghindan pertanyaan yang 
menimbulkan perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang 
emosional

(3) PPNS dalam membenkan pertanyaan agar memperhatikan norma - norma 
kesopanan dan kesusilaan, terutama apabila tersangka atau saksi wamta

(4) Daklam hal tersangka / saksi agak sulit / kuiang lancar dalam mengemukakan 
keterangan, maka agar dibantu atau dibimbmg sehingga dapat membenkan
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gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana 
secara lengkap, sistematis dan berurutan
Dalam hal tersangka atau saksi membenkan keterangan tidak benar, jangan 
dicela, melainkan supaya dnngatkan agar memberikan keterangan yang benar 
Pertanyaan -pertanyaan harus smgkat, padat dan jelas sehmgga mudah 
dimengerti oleh tersangka /  saksi
Keterangan tersangka /  saksi wajib ditulis secara teliti dan lengkap dalam berita 
acara pemeriksaan sehmgga memenuhi / menjelaskan unsur-unsur tindak 
pidana
Jika didalam pemeriksaan tersangka dan alat bukti lamnya, temyata 
a tidak terdapat cukup bukti, 
b penstiwa tersebut bukan tindak pidana,
c dihentikan demi hukum, maka penvidikan wajib segera dihentikan (pasal 109 

ayat 2 KUHAP)

Pasal 28

Sarana yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan terdin dan

a meja dan kursi sesuai kebutuhan, 
b mesin tulis atau komputer, 
c alat-alat tulis kantor,
d tape recorder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemenksaan, 
e kelengkapan admmsitrasi pem idikan

Pasal 29

Setiap pemenksaan harus memenuhi persyaratan formil dan matenil 
Persyaratan formil untuk suatu pemenksaan pelanggaran tindak pidana yaitu 
a pada halaman pertama di sebelah sudut km atas di sebutkan (nama lengkap, 

termasuk nama kecil abas, tempat dan tanggal lahir, agama, kewarga 
negaraan, tempat tmggal di sebutkan nama kantor Satpol PP, 

b dibawahnya kesatuan ditulis kata-kata “Pro Justitia”,
c pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata, BERITA 

ACARA PEMERIKSAAN’ dan dibawahnya antara tanda kurung dituliskan 
TERSANGKA /  SAKSI’,

d di sebelah kin dan setiap lembaran Benta Acara Pemenksaan dikosongkan 
selebar V* halaman yang disebut marge yang maksudnya disediakan untuk 
tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisannya, 

e pada pendahuluan Benta acara Pemeriksaan dicantumkan
1 han,tanggal,bulan dan pukul pembuatan (huruf pertama diawali 7 

ketikan),
2 nama, pangkat/golongan dan jabatan dalam kedmasan,
3 nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, tempat 

tmggal dan pekerjaan Tersangka / saksi berdasarkan keterangan yang 
dicocokan dengan identitas tersangka atau saksi,

4 dipenksa selaku tersangka atau saksi,
5 alasan pemenksaan (dalam hubungan dengan tmdak pidana pelanggaran 

yang teijadi dengan menyebutkan pasal yang dilanggar dalam Perda / 
Perbup dan tanggal laporan
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f pada akhir Benta Acara pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan yang 
dipenksa dan pihak-pihak lain yang terlibat,kemudian Benta Acara 
Pemeriksaan ditutup dan ditandatangam oleh PPNS, 

g setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang 
dipenksa harus diben paraf yang dipenksa dipojok kanan bawah, 

h bilamana tersangka / saksi tidak mau menandatangani Benta acara 
Pemenksaan, dibuatkan Benta acara Penolakan dengan menulikan alasan- 
alasannya

(3) Sedangkan pesyaratan matenal yang harus dipenuhi dalam pemenksaan harus 
memenuhi jawaban atas pertanyaan sebagai benkut
a “Siapakah’ mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang- 

orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanvaan-pertanyaan, 
b “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa 

alat, penyebab dan latar belakangnva dengan mengajukan, 
c “Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat-tempat 

tertentu,
d “Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat 

yang dipergunakan,
e “Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang, 
f “Bagaimana” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang cara 

perbuatan aitu dilakukan, ’ Bilamanakah” mengandung pengertian agar 
dapat menjawab tentang waktu

Bagiaan ke enam 
Penyerahan Perkara

Pa sal 30

(1) Penyelesian berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dan proses penyidikan
(2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang di tan gam, dituangkan dalam resume yang 

telah ditentukan penulisnya
(3) Resume, Benta acara, dan kelengkapan admimstrasi penyidikan sebagai berkas 

perkara dengan urutan yang telah ditentukan

Pasal 31

(1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan 
tanggung jawab suatu perkara dan Penvidik ke Penuntut Umum

(2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
terhadap acara permiksaan biasa smgkat dan cepat

(3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagimana dimaksud pada ayat (2)dalam 
acara pemenksaan biasa dan smgkat meliputi,
a tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara, dan
b tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas 

perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum

Pasal 32

(1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar 
yang ditandatangam oleh atasan PPNS selaku penyidikan

(2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangam oleh 
PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan PPNS
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(3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan 
Melalui Penyidik Poln

(4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dan PPNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelitian bersama dengan 
PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum

(5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum, PPNS melengkapi 
sesuai petujuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaan nya dibantu oleh 
Penyidik Poln

(6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum 
sebagaimana dimaksud ayat (5) PPNS wajib mnyerahkan berkas perkara kepada 
penuntut umum melalui penyidik poln dalam waktu 14( empat belas) han sejak 
ditnmanya petunjuk sebgaimana dimaksud pada ayat (5)

(7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan 
oleh Penuntut Umum, penyidik dianggap lengkap oleh PPNS menyerahkan 
tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui 
Penyidik Poln

Pasal 33

(1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah 
penyerahan berkas tahap pertama dmyatakan lengkap oleh JPU(P21)

(2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Penuntut Umum dilaksanakan melalui penyidik poln

(3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangam oleh atasan PPNS 
selaku Penyidik

(4) Dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, surat pengantar ditandatangam oleh 
PPNS dan diketahui atasan PPNS

(5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dibuatkan benta acaranya

BAB VII
PENGHENT1AN PENYIDIKAN

Pasal 34

Penghentian penyidikan merupakan salali satu kegiatan penyelesaian perkara 
yang dilakukan apabila 
a tidak terdapat cukup bukti,
b penstiwa tersebut bukan merupakan tmdak pidana 
c dihentikan demi hukum, karena

1 tersangka memnggal duma,
2 tuntutan tmdak pidana telah kadaluarsa dan/atau,
3 tmdak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum yangn tetap

Pasal 35

(1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut
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a gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh penyidik Poln, 
b apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian 

penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat permtah penghentian 
penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dan surat ketetapan 
penghentian penyidikann yang ditandatangani oleh penyidik, 

c dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, penandatanganan surat permtah 
penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh 
atasannya, atau,

d membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan 
kepada Penuntut Umum, Penyidik poln dan tersangka atau keluarga atau 
penasehat hukumnya

(2) Dalam hal penghentian penyidikan dmyatakan tidak sah oleh putusan pra- 
peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, penyidik wajib 
a menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan, 
b membuat surat permtah penyidikan lanjutan, dan 
c melanjutkan kembali penyidikan

BAB VIII
ADMINISTRASI PENYIDIKAN 

Pasal 36

(1) Admmistrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk 
menjamm ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa 
kelengkapan admmistrasi penyidikan, sebagai berikut, 
a Sampul berkas perkara 
b Isi berkas perkara, meliputi,

1 Resume,
2 Laporan kejadian,
3 Surat permtah tugas,
4 Surat permtah penyidikan,
5 Benta acara pemnksaan TKP,
6 Surat pemberitahuan dimulamya penyidikan oleh PPNS,
7 Surat pemberitahuan dimulamya penyidikan oleh Poln,
8 Benta acara pemeriksaan saksi/ahli
9 Benta acara pemeriksaan tersangka,
10 Benta acara konfrontasi,
11 Benta acara penyumpahan saksi,
12 Surat panggilan,
13 Surat permtah membawa tersangka/saksi oleh PPNS,
14 Surat permtah membawa tersangka atau saksi,
15 Surat pemberitahuan permmtaan bantuan membawa tersangka/saksi,
16 Surat permtah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh poln,
17 Benta acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi,
18 Benta acara serah tenma tersangka/saksi dan poln kepada PPNS,
19 Surat permmtaan lzm/izm khusus penggeledahan kepada ketua 

pengadilan,
20 Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua 

pengadilan,
21 Surat permtah penggeledahan,
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22 Berita acara penggeledahan rumah tmggal/tempat tertutup lamnya,
23 Surat permmtaan bantu an penggeledahan,
24 Surat pembentahuan permmtaan bantuan penggeledahan,
25 Surat permmtaan lzm/izm khusus pen} itaan kepada ketua pengadilan,
26 Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua 

pengadilan,
27 Surat penntah penyitaan,
28 Benta acara penyitaan,
29 Surat tanda penenmaan,
30 Surat permmtaan bantuan penyitaan,
31 Surat pembentahuan permmtaan bantuan pen}itaan,
32 Surat penntah penyegelan dana tau pembungkusan barang bukti,
33 Surat penntah pengembalian barang bukti,
34 Benta acara pengembalian barang bukti,
35 Surat penntah penghentian penyidikan,
36 Surat ketetapan penghentian penyidikan
37 Surat pembentahuan penghentian pen}idikan,
38 Surat pengmman berkas perkara PPNS,
39 Tanda tenma berkas perkara,
40 Surat pengmman tersangka dan barang bukti,
41 Benta acara serah tenma tersangka dan barang bukti,
42 Surat pelimpahan penyidikan,
43 Benta acara pelimpahan penyidikan,
44 Surat bantuan penyelidikan,
45 Daftar saksi,
46 Daftar tersangka,
47 Daftar barang bukti, dan
48 Daftar isi berkas perkara

(2) Admmistrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah 
a surat penntah penyelidikan,
b laporan hasil penyelidikan, 
c kartutik kej ahatan /  pelanggaran, 
d kartu sidikjan, dan 
e foto tersangka (dalam 3 posisi)

(3) Admmistrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan Bupati mi

Pasal 37

Penyelenggaraan admmistrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
36, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai benkut,
a menghmdari kesalahan dalam pengisian blangko dan formulir yang tersedia, 
b melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur, 
c melakukan pendistnbusian dan persiapan surat-surat secara tertib dan 

teratur,
d dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diben tugas khusus untuk kepentingan 

ltu
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Pasal 38

Format admimstrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mi

BAB IX 
PEMBIAYAAN

Pasal 39

(1) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretanat 
PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 
Pemalang

(2) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh 
PPNS dibebankan kepada
a Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang 
b Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
c Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provmsi Jawa Tengah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahumva memenntahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten 
Pemalang

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal / ̂  '-0 z&fj

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG,

Ditetapkan di Pemalang 
Pada tanggal /Q bes aoij

BUDHIRAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 7 ?

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR J  9 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG

ADMINISTRASI PENYIDIKAN 
A SAMPUL BERKAS PERKARA

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SAMPUL BERKAS PERKARA 
N om or : B P / /  /  . /  ..............

Kejadian perkara pidana tanggal di Dilaporkan tanggal
Uraian smgkat perkara pidana yang terjadi

Melanggar Pasal

No
Laporan
Kejadian

Nama, nama kecil, 
alias, j( ms kelamm, 

tempat dan tgl Lahir / 
umur, agama, 

kewarganegaraan, 
tempat tmggal, 

pekerjaan, sudah 
pernah dihukum 

berapa kali

T a n g g a l

Ditahan Dikeluarkan
Keterangan

1

Belum Pe nah Dihukum 

2

Pernah Dihukum

Mengetahui
ATASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pemalang,
PENYIDIK

Nip Nrp
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
A R E S U M E

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RESUME

I. D A S A R :
1 Laporan Kejadian LK/ , tanggal
2 Surat Penntah Penyidikan Nomor SP SIDIK / , tanggal
3 Surat Pembentahuan Dimulamya Penyidikan Nomor B/ , tanggal

2017

II. P E R K A I  A :
1

2

III. FAKTA -  FAKTA :

1 Penanganan TKP

2 Pemanggilan

3 Penangkapan

4 Penahanan

5 Pengeledahan

6 Penyitaan

7 Keterangan Saksi

a Nama    Laki-laki, Lahir di
tanggal , Pekerjaan

Agama ,
Kewarganegaraan , Alamat Tmggal

Menerangkan

1) Bahwa pada saat pemeriksaan dal am keadaan sehat jasmam dan 
roham serta bersedia dipenksa dan akan membenkan keterangan 
yang sebenarnya

2) Bahwa mengerti pada saat dipenksa dan tidak ada hubungan 
apapun dengan para tersangka

3) Bahwa dan dalam memberikan
keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau
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8
a

paksaan dan pemenksa serta bersedia dipanggil kembali bila 
dikemudian han diperlukan keterangannya 

Keterangan Tersangka
Nam a ....................  ..... , Laki-laki, Lahir di

tanggal , Pekerjaan , Agama
, Kewarganegaraan , Alamat Tmggal

Menerangkan
1) Bahwa pada saat pemenksaan dalam keadaan sehat jasmam dan 

rohani serta bersedia dipenksa dan akan membenkan keterangan 
yang sebenarnya

2) Bahwa saat dipenksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak
mampu, oleh Penyidik ditunjuk ( ) orang
Penasehat Hukum dan Biro Bantuan
Hukum masmg-masing bernama
dan

3) Bahwa

4) Bahwa dan dalam membenkan
keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau 
paksaan dan pemenksa serta bersedia dipanggil kembali bila 
dikemudian han diperlukan keterangannya

9 Barang Bukti
Barang butki sementara yang berhasil dikumpulkan dalam 
penanganan perkara mi adalah sebagai benkut

a Dokumen /  surat- surat Disita dan TKP tanggal 
berupa

b Benda-benda Disita dan Tersangka / Saksi berupa

1)
2 )

e Hasil Pemenksaan Ahli Laboratonum Forensik dengan
Benta

PEMBAHASAN : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

A. A nalisa  K asus

B. A nalisa  Y uridis ..................................................
Nip

KESIMPULAN :
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
B LAPORAN KEJADIAN

PRO JUSTITIA

PEME RINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN KEJADIAN
Nomor LK

PELAPOR •

1 N a m a
2 Tempat / tanggal lahir
3 Umur / Jems Kelamin Tahun Laki-laki / perempuan
4 A g a m a
5 Ke war gane garaan
6 Pekeriaan
7 Alamat
8 Telp / HP /  Fax , E- 

mailL

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1 Waktu Kejadian Hari , tanggal
2 Tempat Keiadian
3 Apa Yang Tenadi

melanggar Pasal
Tahun tentang

4 Diduga Pelaku / Nama Tempat/Tgl Lahir
Agama Kewarganegaraan
Alamat Tempat Tmggal

5 Modus Operandi
6 Saksi-saksi
7 Barang Bukti

tahun

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

TINDAKAN YANG DIAMBIL

Demikian laporan kejadian mi dibuat dengan sebenamya, kemudian ditutup
dan ditandatangam di pada tanggal Bulan

T ak 'n

Mengetahui Pelapor
SEKRETARIAT PPNS

K
Nip Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
C SURAT PERINTAH TUGAS

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor

Pertimbangan bahwa untuk kepentmgan pelaksanaan tugas 
, maka perlu mengeluarkan Surat Permtah Tugas

D a s a r 1 Pr sal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107
2 Pasal Undang-undang Nomor

Tahun tentang
3

D I P E R I N T A H K A N
K e p a d a  1 N a m a

Pangkat/Nip
Jabatan

2 N a m a  
Pangkat/Nip 
Jabatan

3 N a m a  
Pangkat ''Nip 
Jabatan

U n t u k  1 Melaksanakan tugas
2 Surat Permtah ini berlaku mulai tanggal 

sampai dengan selesai
3 Melaksanakan permtah mi dengan rasa tanggung 

jawab dan melaporkan hasilnya

S e l e s a i

Dikeluarkan di 
pada tanggal

Yang menerima Tugas, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
D SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor

Pertimbangan Bahwa untuk kepentmgan penyidikan tmdak 
pidana di bidang , maka perlu mengeluarkan
Surat Penntah mi
1 Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP,

Pasal Undang-undang Nomor Tahun
tentang
Laporan Kejadian Nomor

tanggal
D I P E R I N T A H K A N

N a m a
Pangkat / Gol /Nip 
Jabatan 
N a m a
Pangkat / Gol /Nip 
Jabatan 
N a m a
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

D a s a r
2

3

K e p a d a 1

2
3

U n t u k  1

2

3

4

S e 1 e s a l

Melakukan penyidikan tmdak pidana dibidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Undang-undang Nomor Tahun tentang 
Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan
Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan 
penyidikan tmdak pidana pada kesempatan pertama 
kepada
Surat Penntah Penyidikan mi berlaku sejak tanggal 
dikeluarkan

Dikeluarkan di 
pada tanggal

Yang menenma Penntah, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip Nip

V
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
E BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

-------Pada han mi tanggal ( ) bulan tahun 20
Pukul Wib, Say a ------------......................................................... —
----------------------------------- Pangkat Nip
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kantor tersebut di atas, 
bersama-sama dengaa ---------------------------------------------------------

1 Nama Pangkat/Gol
Nip Jab at an

2 Nama Pangkat/Gol
Nip Jabatan

3 Nama Pangkat / Gol Nip
Jabatan Masmg-masmg bertugas dikantor yang

sama, berdasarkan ----

1
2

Laporan Kejadian Nomor tanggal

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa 
(rumah tinggal /  tem pat - tem pat tertutup lainnya / tem pat terbuka)

di Jalan

Untuk melakukan tmdakan sebagai benkut ------------------------------------

1 Mengecek kebenaran laporan yang telah ditenma
2 Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti
3 Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencan dan mencatat 

serta mengumpulkan Barang Bukti
4 Mengambil dan membawa Barang Bukti
5 Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka 
Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni 
rumah

N a m a
Tempat/Tgl Lahir

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

Dengan disaksikan oleh ------------------------------------------------------------

1 N a m a 
Pekerjaan 
Alamat

2 N a m a 
Pekerjaan 
Alamat

-----------Dermkianlah Benta Acara Pemenksaan di TKP mi dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangam di pada tanggal dan bulan tersebut di
atas tahun 2000 ---------------------------------------------------------------

Pemilik / Penghum Ru mah Yang Memenksa TKP 
PenyidiK Pegawai 
Negen Sipil

Saksi-saksi
Nip

1
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
F SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Penhal Pembentahuan dimulamya

Penvidikan A n__________  K e p a d a

Yth KEPALA KEJAKSAAN 
KEPALA KEPOLISIAN

di

Melalui

1 Dasar Penyidikan
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 

No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
b Undang-undang Nomor Tahun tentang

2 Dengan mi dibentahukan bah'wa pada han tanggal
Tahun 2000 telah dimulai penyidikan tmdak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undang- Undang No Tahun tentang atas nama
tersangka 
N a m a
Tempat/Tgl Lahir 
Jems kelamm 
Kewarganegaraan 

A g a m a 
Pekerjaan 
Alamat Tmggal

3 Benkut dilampirkan surat-surat Admmistrasi Penyidikan
a Laporan Kejadian, 
b Surat Permtah Tugas,
c Surat Permtah Penyidikan,
d Laporan Kemajuan (bila ada pengembangan dan kasus 

sebelumnya)
4 Demikian untuk menjadi maklum

Mengetahui,
ATASAN PPNS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
G SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KEPOLISIAN
Jalan____________________________________
No Pol
Klasifikasi
Lampiran
Penhal Pembentahuan
dimulamya

penyidikan A n tersangka____  Kepada

Yth KEPALA KEJAKSAAN
di

1 Rujukan
a Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya , 
b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia ,
c Surat Dirjen/Dir/Ka (Dept /Inst) Nomor tanggal

penhal pembentahuan dimulamya penyidikan

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini
dibentahukan / diteruskan surat pembentahuan dimulamya 
penyidikan dan PPNS Nomor tanggal
penhal Pembentahuan dimulamya penyidikan terhadap tmdak pidana 

sebagaimana dimaksud Pasal Undang-undang Nomor 
Tahun tentang yang diduga telah dilakukan oleh
Tersangka

N a m a
Tempat/Tgl LahiR 
Jems kelamm 
Kewarganegaraan 
A g a m a 
Pekerjaan 
Alamat Tmggal

benkut dilampirkan surat -  surat admimstrasi penyidikan

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



a Laporan Kejadian Nomor
9

Surat Penntah Penyidikan Nomor

tanggal

b tanggal

c Surat Pembentahuan Dimulamya Penyidikan Nomor 
tanggal

3 Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN 

Selaku Penyidik

Nrp

Tembusan

1

2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
H BERITA ACARA PEMERIKSAAN( Saksi/Ahli)

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
( S a k si/A h li )

Pada hari mi, , tanggal
Wib,

20
saya

pukul

Pangkat Nrp Jabatan

Penyidik pada kantor tersebut diatas, berdasarkan

Surat Penntah Penyidikan No Pol Sprm Sidik/ /

/2004/ tanggal 2004, telah melakukan pemenksaan

seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama --------------

Lahir di 20

, Pekerjaan 
Suku

Nopember 1955, Agama
, Kewarganegaraan 

, Alamat tempat tmggal

Tmdak

Nomor

la didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

sehubungan dengan Laporan Kejadian
LK/ / /2004/ , tanggal 2004 ---------

-------Atas pertanyaan Penyidik yang memenksa, yang dipenksa
menjawab dan memuenkan keterangan sebagai benkut -------

PERTANYAAN . JAWABAN :

1 Apakah saudara pada han mi dalam keadaan sehat jasmani dan roham ?

1 Ya, pada hari mi saya dalam keadaan sehat
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3 Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan 
nwayat pekerjaan saudara

3 Ya, saya bersedia 
a Riwayat pendidikan

- SD Tahun ,
SMP Tahun ,

- SMA Tahun
- Fak Kedokteran Tahun , 

b Riwayat pekerjaan

4 Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan 
tersangka ?

4
5
5
6 
6 
7
7

8 Apakah ada keterangan lam yang dapat saudara benkan dalam 
pemenksaan mi ?

8 Tidak ada

9 Apakah saudara dalam pemenksaan ini dalam memberikan keterangan 
merasa ditekan o eh pihak lam ?

9 Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun

10 Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemenksaan mi 
telah sesuai dan benar ?

10 Ya, benar

------- Setelah Benta Acara Pemenksaan mi dibuat, kemudian dibacakan
kembali kepada yang dipenksa dan yang diperiksa menyatakan setuju 
serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut 
diatas, untuk menguatkan keterangannya yang dipenksa membubuhkan 
tanda tangannya di bawah mi ---------

Yang dipenksa
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
I BERITA ACARA PEMi )RIKSAAN (Tersangka)

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

(Tersangka)

........  Pada han mi,
pukul

tanggal
Wib,

2 0

saya
9

Pangkat
kantor
Penyidikan Nomor

NIP Jabatan Penyidik pada
tersebut diatas, berdasarkan Surat Penntah 

Sprm Sidik / / / 2004 / Tanggal
2004, telah melakukan pemenksaan seorang saksi

yang belum saya kenal, mengaku bernama

Lahir di

Ke wargane garaan 
tmggal

20 Nopember 
Pekerjaan

Suku

1955, Agama
9

, Alamat tempat

------- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara
Tmdak Pidana , sebagaimana dimaksud dalam
Pasal sehubungan dengan Laporan Kejadian
Nomor LK/ / / 2004/ tanggal 2004 -----------

-------Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang dipenksa
menjawab dan membenkan keterangan sebagai benkut -----------------

PERTANYAAN
JAWABAN

1 Apakah saudara pada han mi dalam keadaan sehat jasmam dan roham “>

1 Ya, pada hari mi saya sehat
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3 Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum 
untuk mendampmgi saudara dalam pemeriksaan mi ?

3 Dalam pemeriksaan mi akan saya tidak
didampmgi penasehat hukum dan akan saya
hadapi sendiri

4 Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ?

4 Tidak pernah
5 Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia 

mencentakan nwayat hidup saudara ?
5 Saya dilahirkan di pada tanggal , ayah

saya bernama bekerja sebagai , lbu saya
bernama bekerja, sebagai , nwayat pendidikan saya
SD Tahun ,SMP Tahun , SMA Tahun Dan 
pekerjaan saya adalah

6
6
7
7

8 Apakah ada keterangan lam yang dapat saudara benkan dalam 
pemeriksaan mi ?

8 Tidak ada

9 Apakah saudara dalam pemeriksaan mi dalam membenkan keterangan 
merasa ditekan oleh pihak lam

9 Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun

10 Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan mi 
telah sesuai dan benar

10 Ya, benar

------- Setelah Benta Acara Pemeriksaan mi dibuat, kemudian dibacakan
kembali kepada yang dipenksa dan yang diperiksa membenarkan semua 
keterangan yang dibenkan, untuk menguatkan keterangannya yang 
dipenksa membubuhkan tanda tangannya di bawah mi

Yang dipenksa

------- Demikian Benta Acara Pemeriksaan mi dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di 

. p a d a  h ari d a n  tanggal ttrsebut di atas ....................................

Penyidik Pegawai Negen Sipil

Ir Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
J  BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONFRONTASI)

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONFRONTASI)

----------- Pada han mi, tanggal bulan 2000 ,
pukul Wib, saya ----------------

Pangkat Nrp , bersama- sama dengan

Pangkat Nrp , masmg-masmg Jabatan Penyidik Pegawai
Negen sipil pada kantor tersebut diatas, telah melakukan pemenksaan 
Konfrontasi secara  lan gsu n g  terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam 
perkara tmdak pidana , sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dan sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor LK/
/ tanggal masmg-masmg mengaku

bernama

1 A_____bin____________
2 B____bin_____________

berdasarkan Benta Acara Pemenksaan masmg-masmg 

1 bm , tanggal dan

2 bm , tanggal dan

----------------------------------------------Pemenksaan

dilakukan dengan cara masmg-masmg duduk berhadap-hadapan

------- Atas pertanyaan pemenksa, masmg-masmg menjawab dan
membenkan keterangan sebagai berikut ----------

PERTANYAAN_____________________________
JAWABAN

1 Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmam dan roham 
dan bersedia membenkan keterangan yang dipertanyakan 
dengan benar dan jujur, jelaskan ? --------------------------------------
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la

Ya, saya dalam kec daan sehat wal’afiat dan bersedia 
membenkan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur

lb  —

Ya, saya dalam keadaan sehat wal’afiat dan bersedia 
membenkan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur

2 Apakah saudara-saudara sudah saling kenal satu sama lam

2a

2b

3 Apakah saudara-saudara masih tetap pada keterangan -
keterangan yang telah dibenkan dalam Benta

Acara Pemenksaan masmg-masmg ? -------------------------------------

3a Masih tetap

3b Masih tetap

4 Bagaimana jawaban saudara (A), dengan keterangan
saudara (B) tersebut diatas ? -------

4a
4b

5 Apakah keterangan yang telah saudara-saudara benkan
tersebut diatas sudah aengan sebenar- benarnya ? ----------

5a Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan -

5b Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan -

6 Adakah keterangan lainnya lagi yang akan
ditambahkan yang sehubungan aengan Pemenksaan 
konfrontasi mi ? -----------------------------------------------------
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6a Tidak ada lagi

6b Tidak ada lag]

------- Setelah Benta Acara Konfrontasi mi selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepada yang dipenksa dan yang diperiksa masmg- 
masmg menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang 
telah dibenkan tersebut di atas, untuk menguatkannya masing-masmg 
membubuhkan tand tangannya di bawah mi --------------------

Yang dipenksa,

1. . .b i n .........................

2 ...................... .b in

------- Demikian Benta Acara Konfrontasi mi kami buat dengan
sebenar-sebenarnya atas kekuatan sumpab jabatan, kemudian ditutup 
dan ditandatangani di pada tanggal bulan

2000

Penyidik Pegawai Negen Sipil

Nip Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATL RAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
K BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI / AH LI )

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI /  AHLI *)

Pada hari mi
tahun 2000

Tanggal 
, jam

, Say a

) bulan
Wib Bertempat di

N a m a 
Pangkat/NIP 
Jabatan 
Kesatuan 
A g a m a

Telah mengambil sumpah seorang Saksi / AHLI *)
N a m a 
Tempat Lahir 
Tanggal Lahir 
Jems Kelamm 
Kewarganegaraan 
A g a m a 
Pekerjaan 
Tempat Tmggal

Sesuai dengan A g a m a .................yang telah dianutnya dengan disaksikan
oleh -----------------------------------------------

1 N a m a 
Pangkat
Jabatan
A g a m a

2
Pangkat
Jabatan
A g a m a

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat 2 KUHAP, maka untuk 
membenkan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-
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benarnya dalam perl- ara Tersangka telah bersumpah

Dengan mengucapkan lafal sebagai benkut

“ Demi Allah

--------- Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka la membubuhkan
tanda tangannya dibawah mi beserta 2 (dua)

orang saksi tersebut diatas -----------------------------------------------------

Saksi -  saksi 
Yang bersumpah

1

2 * *)

Demikianlah
2
2

----  Demikianlah Benta Acara Pengambilan Sumpah Saksi / AHLI
*) mi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, 
kemudian ditutup dan ditandatangam di pada han

tanggal bulan
tahun 2000 -----------------------------------------------------------

Yang mengambil sumpah 
Penyidik Pegawai Negen Sipil,

Nip
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PBNJBLASAN SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi perlu 
diambil sumpah / janjinya karena memenuhi, dipersiapkan

a Pelaksanaan pengambilan Sumpah/janji dilaksanakan pada
pnnsipnya di kantor Penyidik, kecuali dalam hal- hal tertentu dapat 
dilakukan ditempat lam

b Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan terlebih dahulu
ditanyakan agam<c saksi dan kesediannya untuk diambil sumpahnya 

c Benta Acara Pemenksaan saksi yang ada / memuat pembentahuan 
bahwa la tidak akan dapat hadir dalam pemenksaan di Pengadilan 

d Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lamnya sesuai dengan agama 
Saksi antara lam

1) Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur’an

2) Untuk yang beragama Khatolik dan Protestan disediakan Kitab Suci

3) Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Weda

4) Untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran 
Bahagia

e Menyediakan c *ang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam 
pengambilan sumpah/janji

f Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik
membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus 
dnkuti oleh yang diambil sumpah sebagai benkut

A SAKSI
1 Untuk yang beragama ISLAM

“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / 
akan)* membenkan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dan 
yang sebenarnya Apabila saya tidak membenkan keterangan 
yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dan Tuhan ”

2 Untuk yang beragama KHATOLIK
“ Demi Allah, bapek, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa 
saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh- 
sungguh dan sebenarnya, tidak lam dan yang sebenarnya Jika 
saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dan Tuhan ”

3 Untuk yang beragama PROTESTAN
“ Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa 
saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh- 
sungguh dan sebenarnya, tidak lam dan yang sebenarnya Jika saya 
berduta, saya akan mendapat hukuman dan Tuhan Semoga Allah 
menolong saya ”

4 Untuk yang beragama HINDU DHARMA
“ Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya 
sebagai saksi, telah /  akan)* membenkan keterangan yang 
sebenarnya, tidak lam dan >ang sebenarnya Apabila saya tidak 
membenkan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat 
kutukan dan Tuhan ”
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5 Untuk yang beragama BUDHA
“ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai 
Saksi, telah / akan)* membenkan keterangan yang sebenarnya Jika 
saya berdusta atau menyimpang dan pada yang telah saya ucapkan ini, 
maka saya bersedia menenma karma yang buruk ”

6 Untuk yang memeluk Aliran K epercayaan K epada T uhan YME
“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah / akan)* 
membenkan keterangan yang sebenarnya, tidak lam dan yang 
sebenarnya Dan jika saya, tidak membenkan keterangan yang 
sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa membenkan kutukan kepada 
saya ”

B SAKSI AH LI

1 Untuk yang beragama ISLAM
“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah / akan)* 
membenkan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik- 
baiknya, tidak lam dan pada yang sebaik-baiknya Apabila saya 
tidak membenkan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat 
kutukan dan Tuhan ”

2 Untuk yang beragama KHATOLIK
“ Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa 
saya sebagai Ahli, telah / akan)* membenkan keterangan menurut 
pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lam dan pada yang 
sebaik-baiknya Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman 
dan Tuhan ”

3 Untuk yang beragama PROTESTAN
“ Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa 
saya sebagai Ahli, telah / akan)* membenkan keterangan menurut 
pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lam dan pada yang 
sebaik-baiknya Jika saya berduta, sa>a akan mendapat hukuman dan 
Tuhan Semoga Allah menolong saya ”

4 Untuk yang beragama HINDU DHARMA
“ Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai 
Ahli, telah / akan)* membenkan keterangan menurut pengetahuan 
saya yang sebaik-baiknya, tidak lam dan pada yang sebaik-baiknya 
Apabila saya tidak membenkan keterangan yang sebenarnya, saya 
akan mendapat kutukan dan Tuhan ”

5 Untuk yang beragama BUDHA
“ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai 
Ahli, telah / akan)* membenkan keterangan menurut pengetahuan 
saya yang sebaik-baiknya tidak lain dan pada yang sebaik-baiknya 
Jika saya berdusta atau menyimpang dan pada yang telah saya 
ucapkan mi, maka saya bersedia menenma karma yang buruk ”

6 Untuk yang meme’uk Aliran K epercayaan K epada TuhanYME
“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai 
Ahli, telah / akan)* membenkan keterangan menurut pengetahuan 
saya yang sebaik-baiknya, tidak lam dan pada yang sebaik-baiknya
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Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya 
semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya ” 

g Dibuat Benta acara Pengambilan sum pah/Janji Saksi, ditanda
tangam oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan 
sumpah (Rokhaniawan dan Saksi) 

h Hal-hal yang perlu diperhatikan
Saksi dalam pemenksaan tmdak pidana ringan, tidak mengucapkan 
sumpah/janji kecuali Hakim menganggap perlu

Pemalang,

K
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
L SURAT PANGGILAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PANGGILAN
Nomor

Pertimbangan Bahwa untuk kepentmgan pemenksaan
dalam rangka penyidikan tindak pidana di
bidang , perlu memanggil seseorang
untuk didengar keterangannya

D a s a r

1 Pasal 7 aya t (1) h u ru fg , pasal 11, 

pasal 113 KUHAP,

pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan

2 Pasal U ndang-undang No Tahun tentang

3 Laporan Kejad ian N om or , tanggal

4 Surat Perin tah P enyid ikan N om or tanggal

M E M A N G G I L
N a  m  a

Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelami
Kewarganegaraan 
Agama 

Pekerjaan 
Alamat tmggal

U n t u k  Menghadap kepada
kamar nomor

Jin , Han
pukul

keterangannya sebagai 
perkara tindak pidana 
dimaksud dalam Pasal 

Tahun tentang

di kantor

, tanggal 
Wib untuk didengar 

Saksi/T ersangka)*  dalam 
sebagaimana 

Undang- undang Nomor
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Mengetahui, 
ATAS PPNS

Nip

Tembusan
1
2

Pemalang,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip

Pada han mi tanggal 1 (satu)
lembar dan surat Pai ggilan mi telah ditenma oleh

Yang Menerima,
Yang Menyerahkan

Nip

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum 
tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang- 
undang d< pat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 
KUHP

CATATAN : Berhubung pemenksaan belum selesai, agar datang
kembali pada

NO HARI TANGGAL
TANDA TAN GAN

PUKUL YANG
DIPERIKSA

PENYIDIK
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
M SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA /  SAKSI OLEH PPNS
Nomor SP Bawa/

Pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tmdak pidana di bidang untuk
dilakukan pemenksaan, perlu melakukan
tmdakan hukum berupa membawa
T ersa tigk a /S ak si karena tidak memenuhi panggilan 
penyiaik tanpa alasan yang sah, untuk ltu dipandang 
perlu mengeluarkan surat penntah mi

D a s  a r 1 P asa l 7 ava t (2 ) d an  Pasal 112 a v a t ( 2 ) KUHAP
2 Surat Panggilan Nomor
3 Surat Panggilan ke-2 Nomor

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a 1 Nama
Jabatan

Pangka/Gol Nip

2 Nama
Jabatan

Pangkat/ Gol Nip

3 Nama
Jabatan

Pangkat /  Gol Nip

U n t u k 1 Membawa Tersangka / Saksi
N a m a
Tempat/Tgl Lahir 
Jems kelamm 
Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan
Alamat tempat tmggal

Untuk didengar keterangannya sebagai 
T ersangka /  Saksi dalam perkara di bidang 
s<'bagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-
undang No Tahun tentang
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S e 1 e s a i
2 Setelah melaksanakan penntah mi agar segera membuat Benta

Acara membawa 
Tersangka / Saksi

Dikcluarkan di 
pada tanggal

Yang Menenma Penntah PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
N SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal P erm intaan  bantuan  m em baw a

te r sa n g k a /sa k s i A n .................. Kepada

U p ...................................................

1 Dasar
Yth KEPALA K EPO LISIA N .......................................

di

a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107
ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP , 
b Pasal Undang-undang Nomor
Tahun tentang ,
c Laporan Kejadian Nomor

tanggal

2 Sehubum an dengan perihal tesebut di atas, bersama mi
disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) 
kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik 
tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka / Saksi

N a m a
Tempat/Tgl Lahir 
Jems kelamin 
Kewarganegaraan 
Alamat Tinggal
dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Undang-
undang Nomor Tahun tentang
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3 Untuk kspentmgan pemenksaan dalam rangka penyidikan 
tmdak pidana tersebut dimmta kepada Ka untuk membantu 
pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan 
menghadapkan tersangka/ saksi)* tersebut kepada Penyidik 
Pegawai Negen Sipil Departemen/Instansi/Badan)

4 Sebagai bahan
pertimbangan kami lampirkan

a Surat Permtah Penyidikan,
b Laporan Kemajuan,
c Surat Panggilan pertama,
d Surat Panggilan kedua (ke-2)

5 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar
hasilnya

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Nip

Tembusan
1
2

PENY 'DIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
O SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
No Pol
Klasifikasi
Lampiran
Penhal P em beritahuan  bantuan

m em baw a ter sa n g k a /sa k si Kepada

Yth KEPALA IN STA N SI...............
di

m«i h « ••••»»•»»•» ♦ « • _________________

1 Rujukan Surat Dir/Ka (Dept Inst) Nomor 
tanggal , penhal Permohonan Bantuan

Membawa
2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan 

mi dibentahukan bahwa setelah mempelajan surat 
permmtaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa 
tersangka / saksi atas nama
N a m a
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelarmn 
Ke war gane garaan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat Tmggal
dalam perkara tmdak pidana di bidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-
undang Nomor Tahun tentang 
dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan
membawa tersangka / saksi

3 Demikian untuk menjadi maklum

Tembusan KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
1
2_______________________________________________ -____

Nrp
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
P SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA /
SAKSI

No Pol SP Bawa/

Pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan
penyidikan tmdak pidana di bidang yang ditangani
PPNS unluk dilakukan pemenksaan, perlu
melakukan tmdakan hukum berupa membawa 
T ersa n g k a /S a k si karena tidak memenuhi panggilan 
penyidik tanpa alasan yang sah, untuk ltu dipandang perlu 
mengeluarkan surat permtah mi

D a s a r 1 Pasal 5 ay at (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf g, 
Pasal 11, Pasal 107 dan Pasal

2 112 ayat (2) KUHAP,
Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia,

3 Surat Panggilan Nomor
, tanggal

4 Surat Panggilan ke-2 Nomor
, tanggal

5 Surat Direktur/Ka (pada Dept/Inst)
Nomor ,
tanggal , perihal bantuan membawa
Tersangka/Saksi atas nama

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a 1 Nama
Jabatan

Pangkat Nrp

2 Nama
Jabatan

Pangkat Nrp

3 N ama 
Jabatan

Pangkat Nrp

U n t u k 1 Membawa/
N a m a

mcnghadapkan Tersangka / Saksi

r
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Tempat/Tgl Lahir 
Jems kelamm 
Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan
Alamat tempat tmggal

kepada Penyidik Pegawai Negen Sipil 
(pada Dept/Inst) untuk didengar keterangannya 
sebagai T ersa n g k a /S a k si dalam perkara di 
b dang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Undang-undang No Tahun
tentang ,

S e 1 e s a 1

2 Setelah melaksanakan permtah ini agar segera membuat Benta 
Acara membawa 

Tersangka / Saksi

Yang Menenma Permtah 
Selaku Penyidik

Dikeluarkan di
Pada tanggal__________________

KEPALA KEPOLISIAN

Nrp Nrp
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
Q BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

Pada han ini tanggal ( ) bulan tahun
, Pukul Wib, Sava

Pangkat Nrp , Selaku Penyidik dan kantor tersebut di

atas, bersama-sama Jengan -----
1 Nama 
Jabatan

Pangkat Nrp

2 Nama 
Jabatan

Pangkat Nrp

3 Nama 
Jabatan

Pangkat Nrp

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan ---------------

1 Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor
, tanggal

penhal Permohonan Bantuan Membaua Tersangka/Saksi atas 
nama

2 Surat Penntah Membawa Tersangka/Saksi No Pol
SP Bawa/ , tanggal

Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka / Saksi ---------

N a m a

Tempat/Tgl Lahir

Jems Kelamm
Kewarganegaraan

Agama
Pekerjaan
Alamat
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Kepada PPNS (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya
sebagai T ersa n g k a /S a k si oleh Penyidik dalam perkara tmdak pidana di 
bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-
undang Nomor Tahun tentang -----------------

Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah 
sebagai berikut -------------------------------

----------- Setelah Penyidik menunjukan Surat Permtah Membawa dan
Menghadapkan serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian 
Tersangka/Saksi d in rumahnya/tempat tmggalnya di J1

dengan diketahui keluarganya atas nama 
untuk dibawa ke kantor

dan dibuatkan Benta Acara Membawa Tersangka / 
Saksi, selanjutnya Tersangka / Saksi diserahkan kepada PPNS

untuk dilakuan Pemenksaan dengan dibuatkan Benta 
Acara Serah Terima Membawa Tersangka / S aksi-------------------------------

------------ Demikianlah Benta Acara Membawa dan Menghadapkan
Tersangka /  Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangam di pada
tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Yang Dibawa Yang Membawa
Tersangka /  Saksi Penyidik

Nrp
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
R BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA /  SAKSI

— Pada han mi Tanggal ( ) bulan
tahun , Pukul Wib Saya

Pangkat Nrp , Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas,
berdasarkan ----------------------

1 Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor
, tanggal perihal Permohonan Bantuan Membawa

Tersangka/Saksi atas nama ,
2 Surat Permtah Membawa Tersangka/Saksi No Pol SP Bawa/

, tanggal
3 Benta Acara Membawa Tersangka/Saksi tanggal An
Tersangka/Saksi ,

Telah melakukan penyerahan Tersangka/Saksi atas nama ----------------

N a m a

Tempat/Tgl Lehir

Jems Kelamm

Kewarganegaraan

Agama
Pekerjaan
Alamat

Kepada -------------------

N a m a
Pangkat
Nip
Jabatan Penyidik Pegawai Negen Sipil

K
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(pada Dept/Inst)

Serah tenma dilakukan di kantor dengan disaksikan ------

1 N a m a 
Pekerjaan

2 N a m a 
Pekerjaan

------------ Dermkian Benta Acara Serah Tenma Tersangka / Saksi ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian
ditutup dan ditanda tangani di 
tersebut di atas tahun

Saksi-Saksi

pada tanggal dan bulan

Yang MenenmaPPNS Yang Menyerahkan 
Penyidik / Penyidik Pembantu

Nip Nrp
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
S PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal P erm in taan  1  zm  /  iz in  k h u su s

p en ggeled ah an . Kepada

1 Dasar
Yth KETUA PENGADILAN...........

di

a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 avat (2), Pasal 32, Pasal 33
ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP,'
b Pasal Undang-Undang Nomor tahun

tentang , c Laporan Kejadian
Nomor tanggal

, d Surat Permtah Penyidikan Nomor 
tanggal

2 Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dibentahukan 
bahwa untuk kepentmgan penyidikan terhadap tersangka atas 
nama
N a m a
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamin 
Ke war gane garaan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat

diperlukan tindc kan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal 
atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di

y
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diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana 
di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Undang-undang Nomor Tahun tentang

3 Bersama mi kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai 
pertimbangan
a Laporan Kejadian, 
b Surat Penntah Penyidikan, 
c Surat Pembentahuan Dimulamya Penyidikan, 
d Laporan Kemajuan Penyidikan

4 Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat 
Izm yang dimaksud

5 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

Mengetahui,
ATAS PPNS

Penyidik Pegawai Negen Sipi
Nip

Nip

Tembusan : 
1 
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI FEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
T LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

RO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Penhal Laporan u n tu k  m endapatkan

p ersetu iu an  p en ggeled ahan  Kepada

Yth KETUA PENGADILAN

di

1 Dasar
a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan 
Pasal 34 KUHAP
b Pasal Undang-undang Nomor Tahun

tentang
c Laporan Kejadian Nomor tanggal ,
d Surat Permtah Penyidikan Nomor
tanggal

2 Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini 
dibentahukan bahwa berdasarkan hasil pemenksaan terhadap 
tersangka atas nama
N a m a
Tempat/Tgl Lahir
Jems Kelamm
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah 
melakukan tindak pidana di pada tanggal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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2 Karena keadaa 1  yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan 
tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap halaman rumah 
tersangka , tempat lain tersangka tinggal , tempat
tindak pidana dilakukan , tempat pengmapan , temapt 
umum

3 Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya 
menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan 
Penggeledahan dan sebagai 
pertimbangan dilampirkan 
a Laporan Kejadian, 
b Surat Permtah Penyidikan, 
c Surat Pemberitahuan Dimulamya Penyidikan, 
d Surat Permt? h Penggeledahan, 
e Benta Acara Penggeledahan, 
f Laporan Kemajuan Penyidikan 
g

4 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

Mengetahui,
ATASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Undang-undang Nomor Tahun tentang

Nip
Tembusan
1
2

Penyidik Pegawai Negen Sipil

Nip. ..
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
U SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
Nomor

Pertimbangan Bahwa untuk kepentmgan penyidikan tmdak
pidana dibidang oleh PPNS diperlukan
tindakan penggeledahan , maka perlu
mengeluarkan surat permtah mi

1 Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 Pasal 34, Pasal 35 Pasal
Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125 Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP

2 Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
3 Laporan Kejadian Nomor tanggal
4 Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

D a s a r

D I P E R I N T A H K A N

1 N a m a 
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

2 N am  a 
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

K e p a d a 

U n t u k 1 Melakukan penggeledahan 
di yang diduga sebagai
tempat kejadian perkara /
persembunyian tersangka /
disembunyikannya barang-barang bukti,
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana 

yang terjadi pada tanggal 
d.i , sebagaimana

dimaksud dalam Pasal Undang-undang
Nomor Tahun tentang atas
nama tersangka
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2

3

S e 1 e s a i

Mengetahui, 
ATASAN PPNS

Nip

Tembusan
1
2

Penggeledahan dilaksanakan untuk 
kepentmgan pemenksaan dan atau 
penyitaan dan atau penangkapan tersangka

Dalam waktu 2 (dua) hari setelah 
melaksanakan Surat Permtah ini harus 
membuat Berita Acara Penggeledahan

Dikeluarkan di
pad a  tanggal_____________________

Penyidik Pegawai Negen Sipil

Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
V _BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini tanggal ( ) bulan
tahun 2000 , pukul Wib Saya —

Pangkat Nip , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negen

Sipil dan kantor ter&ebut di atas bersama-
sama dengan ------------------------------------------------------------------------

1 Nama 
, Jabatan

, Pangkat Gol/Nip

2 Nama 
, Jabatan

, Pangkat Gol/Nip

3 Nama 
, Jabatan

, Pangkat Gol/Nip

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan

1 Laporan Kejadian Nomor LK/ , tanggal

2 Surat Permtah Penyidikan Nomor , tanggal

3 Surat Penetapan Izm Penggeledahan dan Ketua Pengadilan
Negen Nomor tanggal

(bila pelak.sanaa.nnya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih
dahulu)

4 Surat Permtah Penggeledahan Nomor
tanggal -----------

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tmggal / 
tempat tertutup lainnya / di Qalan, No, RT, RW,

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



Kelurahan) dengan /  (tanpa lzin tersangka / penghum rumah /
)

N a m a
Tempat/Tgl Lahir
Jems Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

Dengan disaksikan oleh -------------------------------------------------------

1 Nama 

Pekerjaan 

Alamat

2 Nama 
Pekerjaan 
Alamat

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya

-----------  Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Permtah
Penggeledahan kep.. da penghum rumah serta yang menyaksikan / 
Ketua Lmgkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama 
dengan / tanpa didampmgi PPNS dan selanjutnya dibuatkan
Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa ------------

-----------  1
(Barang/Benda/Dokumen/Surat yang ditemukan dibuat 
Rincian)

/  Demikianlah
8
9

------- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan mi dibuat dengan
sebenarnya atas ke>uatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangam di pada han dan tanggal tersebut di atas tahun
2000  --------

Tersangka / Yang melakukan
PenggeledahanPenghum Rumah Penyidik Pegawai Negen Sipil

Nip

Saksi-saksi
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
W PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

RO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal P erm in taan  bantuan

penggeled ah an . Kepada

Yth KEPALA 
KEPOLISIAN..

d
1

1 Dasar
a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal
34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan 

Pasal 107 ayat (1) KUHAP,
b Pasal Undang-undang Nomor tahun

tentang , c Laporan Kejadian
Nomor
tanggal , d Surat Permtah
Penyidikan Nomor tanggal

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dibentahukan 
bahwa dan hasil pemenksaan terhadap perkara

Tersangka
Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamm 
Agama
Kewarganegaraan 
Pekerjaan 
Alamat Tmggal

Diduga telah melakukan tmdak pidana Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Undang-Undang
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Nomor Tahun tentang

3 Untuk kepentmgan pen} ldikan diperlukan tindakan hukum 
berupa Penggeledahan terhadap

a
b

4 Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta
bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan
penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan
a Laporan Kejadian
b Surat Penntah Pen} ldikan
c Laponm Kemajuan Penyidikan
d

5 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar 
hasilnya

Mengetahui, 
ATASAN PPNS

Nip
Tembusan
1
2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Nip

f
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI FEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
X PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

No Pol
Klasifikasi
Lampiran
Penhal P em b en ta h u a n  P erm intaan

B antuan  P enggeled ahan  Kepada

Yth KEPALA INSTANSI/ ATASN PPNS

di

U P ......................... » •-

1 Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala (Dept/Inst)
Nomor , tanggal , penhal permintaan
bantuan penggeledahan

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini
dibentahukan bahwa setelah mempelajan surat permintaan 
bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan 
penyidikan tmdak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

yang terjadi di pada tanggal bulan tahun , 
dengan tersangka atas nama

Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamin 
Ke war gane garaan 
Agama 
Pekerjaan

perlu dibenkan bantuan penggeledahan terhadap
di

3 Bersama mi dilampirkan pula admimstrasi penyidikannya

a Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Penggeledahan 
kepada Ketua Pengadilan Negen b Surat

r
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Penetapan Izm / Izm Khusus Penggeledahan dan Ketua 
Pengadilan Negen c Surat Permtah
Penggeledahan

4 Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN 

Selaku Penyidik

Tembusan
1
2

Nrp
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
Y PERMINTAAN IZIIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

PRO JUSTITIA

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Penhal P erm in taan  lz u n /iz in  k h u su s

p en y itaan  Kepada

1 Dasar
Yth KETUA PENGADILAN .

di

a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 
42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP, b Pasal
Undang-undang Nomor Tahun tentang

, c Laporan Kejadian Nomor
Tanggal

d Surat Permtah Penyidikan Nomor
tanggal

Sehubungan c engan rujukan tersebut di atas, bersama mi 
dibentahukan bahwa berdasarkan hasil pemenksaan terhadap 
tersangka / saksi atau penggeledahan atau
ditemukan langsung oleh petugas / penyidik

terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya 
langsung dengan tmdak pidana di bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor
Tahun tentang yang terjadi di

atas nama tersangka , berupa
pada tanggal
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a
b
c (Daftar BB terlampir)
Untuk kepentmgan penyidikan diperlukan tmdakan penyitaan 
terhadap benda-benda tersebut dan orang yang menguasai atas 
nama
Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamin 
Ke wargane garaan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat Tinggal

3 Guna kepentmgan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua 
Pengadilan menerbitkan Surat Izm / Izm KhususnPenyitaan

4 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI/ ATASAN PPNS________

Nip

Tembusan
1________
2 _________

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
Z LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Penhal Laporan u n tu k  m endapatkan

p ersetu juan  p en yitaan  Kepada

Yth KETUA PENGADILAN

d
1

1 Dasar

a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 
39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP b 
Pasal Undang-undang Nomor
Tahun tentang c
Laporan Kejadian Nomor

Tanggal
, d Surat Penntah Penyidikan

Nomor
tanggal e

2 Sehubungan dengan rujukan terse but di atas, bersama mi 
dibentahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak serta karena kepentmgan penyidikan, telah 
disita benda / barang yang diduga adahubungan langsung 
dengan tmdak pidana di bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor

Tahun tentang yang terjadi di pada
tanggal atas nama tersangka , berupa
a
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3 Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama

Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamin 
Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat Tinggal

4 Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua 
Pengadilan Negen n enerbitkan Surat Ketetapan

Persetujuan Penyitaan

5 Sebagai bahan pertimbangan bersama mi dilampirkan kelengkapan 
administrasi penyidikannya antara lam

a Laporan Kejadian 
b Surat Penntah Penyidikan
c Surat Penntah Penyitaan
d Benta Acara Penyitaan,
e Surat Tanda Penenmaan Barang / Barang Bukti dan penguasa
/  pemilik barang

6 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

b (Daftar BB terlampir)

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI /  ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negen Sipil

Nip Nip

Tembusan :
1__________
2_____________

K
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI FEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
AA LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN

PRO JUSTITIA

PEMFRINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
SURAT PERINTAH PENYITAAN
Nomor

Pertimbangan Bahwa untuk kepentmgan penyidikan tindak pidana 
diperlukan tmdakan penyitaan terhadap benda-benda 
yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak 
pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat 
Penntah mi

D a s a r 1 Pasal 6 avat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, 
Pas d 40, Pasal 41, dan 

Pasal 42 KUHAP,
2 Pasal Undang-undang Nomor Tahun
ten tang
3 Laporan Kejadian Nomor 
tanggal
4 Surat Penntah Penyidikan Nomor

tanggal
5

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a  I N a m a
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan 

2 N a m a 
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

U n t u k  1 Melakukan penyitaan barang bukti, berupa
a >
b (Dapat dibuat
daftar lampiran)
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak 
pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam

r
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Pasal Undang-Undang Nomor Tahun
ter tang

2 Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan 
dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau 
tulisan lam yang disita

3 Setelah melaksanakan penntah ini pada kesempatan 
pertama harus membuat Benta Acara Penyitaan dan 
atau Berita Acara Penyegelan dan atau Benta Acara 
Pembungkusan

S e 1 e s a 1

Dikeluarkan di
Pada tanggal___________________

Yang Menenma Penntah, PENY1DIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip Nip

j r
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
BB BERITA ACARA PENYITAAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
BERITA ACARA PENYITAAN

------- Pada han ini tanggal ( ) bulan tahun 2000
, Pukul Wib Saya -----

------------------------------------------ ------------------------------------ Pangkat

Nip , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dan kantor tersebut di atas
bersama-sama dengan ---------------------------------------------------------

1 Nama , Pangkat/Gol/Nip
Jabatan
2 Nama , Pangkat/Gol/Nip
Jabatan

Masing-masing dan kantor yang sama, berdasarkan

1 Laporan Kejadian Nomor
tanggal

2 Surat Perintah Penyitaan Nomor
tanggal

3 Surat Penetapan Izm / Izm Khusus Penyitaan dan Ketua
Pengadilan Nomor tanggal (Bila ada
Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd  Ketua PN).

4

Telah melakukan Penyitaan barang berupa

1

(Sebagaimana Daftar
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menguasai/Tersangka/Saksi * -------------------

Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamin 
Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat tinggal

Dengan disaksikan oleh -----------------------

terlampir) -------------D an Pemilik barang/ yang

1 N a m a  
Alamat 
Jabatan

2 Nama 
Alamat

Jabatan

Dalam rangka penyitaan perkara tmdak pidana di bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Undang-undang Nomor Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut

----------Barang bukti (diserahkan /  diambil daripem ilik  / yang
menguasai barang / ditemukan dan  tersangka /  saksi pada saat 
tertangkap tangan /  setelah dilakukan penggeledahan) *------
----------- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan 
ditandatangam oleh masmg-masmg petugas, (pemilik /  yang menguasai 
barang dan saksi /  tersangka) sebagaimana tercantum dibawah mi di 

pada han dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 -------

Yang Menyerahkan Penyidik Pegawai Negen Sipil
Pemilik/yang Menguasai Barang, Yang Melakukan Penyitaan

Nip

Saksi-saksi

1

2

r
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
CC SURAT TANDA PENERIMAAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor

-----------Yang bertanda tangan dibawah mi Nama Pangkat /
Gol /  Nip , dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negen Sipil

pada kantor tersebut di atas, telah menenma penyerahan 
barang-barang atau surat atau tulisan lam dan pemilik /  yang menguasai

N a m a
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Alamat

Dengan disaksikan oleh

1 N a m a  
Pekerjaan 
Tempat 
tinggal

2 N a m a  
Pekerjaan 
Tempat 
tmggal

surat atau tulisan lain sebagai bukti 
yang diduga telah melakukan 

, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Benda-benda atau barang atau 
dalam perkara tersangka 
tmdak pidana di bidang

Undang-undang Nomor 
Tahun tentang

Benda-benda atau barang-barang atau surat 
adalah sebagai benkut --------------

atau tulisan lam tersebut

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



----  (Daftar Benda dapat dibuat lampiran,
apabila kolom-kolom tidak cukup)
(Benda atau barang-barang atau surat lam dicatat menurut berat, 
jumlah, jems cin-cin/sifat khas masmg-masing) -

Pemilik / yang menguasai

Pemalang,
Yang m en erim a, P en yid ik  Pegaw ai N egeri S ip il

N a m a
Pangkat / Gol /Nip 
Jabatan 
Tanda tangan

Tanda tangan Saksi

1
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
DD PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal P erm in taan  bantuan

p en y ita a n  Kepada

Yth KEPALA 
KEPOLISIAN......

D

1 Dasar

a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 
ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP b Pasal Undang-
undang Nomor tahun tentang
c Laboran Kejadian Nomor

Tanggal
d Surat Penntah Penyidikan Nomor

tanggal
e

2 Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini 
dibentahukan b ahwa dan hasil penyidikan tmdak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor

Tahun tentang
yang terjadi di pada tanggal bulan tahun
, dengan tersangka , memerlukan

penyitaan terhadap barang / benda / surat /  dokumen / tulisan 
dan sesorang yang menguasai atas nama
Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jenis Kelamin
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Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat Tmggal

3 Untuk keperlucii tersebut di atas, diminta bantuan Kepala
Kepolisian guna melakukan penyitaan barang /  benda
/ surat /  dokumen / tulisan tersebut berupa

a
b

4 Sebagai bahan pertimbangan bersama mi dilampirkan admimstrasi 
penyidikannya yang meliputi

a Laporan Kejadian
b Surat Permtah Penyidikan
c Surat Pembentahuan Dimulamya Penyidikan
d Laporan Kemajuan Penyidikan
e

3 Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan NIP
1
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
EE PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

RO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
No Pol
Klasifikasi
Lampiran
Penhal P em b eritah uan  perm intaan

ban tu an  p en y itaan ._______  Kepada

Yth KEPALAINSTANSI

di

U .p..........................................

1 Rujukan surat Dnjen/Direktur/Kepala (Dept/Inst)
Nomor , tanggal , penhal permintaan
bantuan penyitaan

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan mi
dibentahukan bahwa setelah mempelajan surat permintaan 
bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan 
penyidikan tmdak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

yang terjadi di pada tanggal bulan tahun
, dengan tersangka , perlu diberikan bantuan

penyitaar terhadap barang / benda berupa ( bisa
dibuat dalam  lampiran  ) dan sesorang yang menguasai atas 
nama
Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamm 
Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat Tmggal
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3 Bersama ini dilampirkan pula admimstrasi penyidikannya
a Surat Permmtaan Izm / Izm Khusus Penyitaan 
kepada Ketua Pengadilan Negen b Surat 
Penetapan Izm / Izm Khusus Penyitaan dan Ketua 
Pengadilan Negen 
c Surat Permtah 
Penyitaan

4 Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN 

Selaku Penyidik

Nrp

Tembusan
1
2______________________
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
FF PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU 
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor

Pertimbangan Bahwa untuk kepentmgan penyitaan barang
bukti yang diduga ada kaitannya dengan tmdak 
pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, 
situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa 
sehmgga tidak dapat dipmdahkan / dibawa kekantor 
atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Permtah 
ini

1 Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 Pasal 130 ayat (2) KUHAP
2 Undang-undang No Tahun tentang
3 Laporan Kejadian Nomor
4 Surat Perintah Penyitaan Nomor
5 Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor Tanggal
6

D a s a r

1 N a m a 
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

2 N a m a 
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

K e p a d a
D I P E R I N T A H K A N

U n t u k  1 Melakukan Penyegelan dan atau
pembungkusan terhadap yang diduga ada
kaitannya dengan tmdak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

yang terjadi pada di
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2 Melakukan penyegelan dan atau pembungkusan 
terhsdap yang disita

3 Setelah melaksanakan penyegelan dan atau 
pembungkusan wajib membuat Benta 

Acaranya
S e l e s a i

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG
BUKTI

------------Pada han ini tanggal ( ) bulan tahun
2000 , Pukul Wib Saya ------

Pangkat/Gol/Nip , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negen Sipil

dan kantor tersebut di atas bersama-sama
dengan ---------------------------------------------------------------------------

1 Nama , Pangkat/Gol/Nip ,
Jabatan --------------------------

2 Nama , Pangkat/Gol/Nip ,
Jabatan --------------------------

Masmg-masmg dan kantor yang sama, berdasarkan ---------------------

1 Surat Permtah Penggeledahan Nomor 

2 Surat Permtah Penyitaan Nomor

3 Laporan Kejadian Nomor LK/ , tanggal

----------------------------------- Telah melakukan

penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti nberupa -------------

a
b

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana 
sebagaimana d im ak su d  da lam  Pasal 

yang terjadi pada tanggal di

. . ................................ - .......... -• •- -- ------------------ Dengan

chsaksikan oleh :
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1 Nama 
Pekerjaan 
Alamat 

2 Nama 
Pekerjaan 
Alamat

Uraian smgkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah 
dengan cara sebagai benkut -----------------------

------- Demikianlah Benta Acara Penyegelan dan atau pembungkuan
barang bukti mi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah 
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 

bulan tahun 2000 -----------------------------------

Pemilik Barang / Tersangka 
Yang melakukan Penyegelan/
Pembungkusan Penyidik Pegawai Negen Sipil

Nip

Saksi-saksi

1
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA DENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
GG SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN
Nomor

Pertimbangan bahwa apabila pelaksanaan penyidikan
dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda 
yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu 
dikeluarkan Surat Permtah mi

1 Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP
2 Undang undang No Tahun tentang
3 Laporan Kejadian Nomor I P  I tanggal
4 Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor Tanggal
5 Surat Perintah Penyitaan Nomor Tanggal
6

D a s a r

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a

U n t u k 1 Melakukan pengembalian benda yang telah
disita oleh Penyidik pada tanggal

1 N a m a 
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

2 N a m a 
Pangkat/Gol/Nip 
Jabatan

yan g tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau 
penyidikan dihentikan

2 Pelaksanaan penembalian benda kepada orang yang 
berhak

3 Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat 
Benta Acaranya

S e 1 e s a i
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Tanda tangan 
Yang Menerima Permtah

Nip

Dikeluarkan di 
Pada tanggal

PENYIDIK PEGWAI NEGERI SIPIL

M p

r
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
HH BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

Pada han ini tanggal ( ) bulan tahun 2000
, Pukul Wib Saya -----

------------------------------------------ ------------------------------------ Pangkat
Nip , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negen Sipil

dan kantor tersebut di atas
bersama-sama dengan ---------------------------------------------------------

1 Nama
Jabatan

, Pangkat/Gol/Nip

2 Nama
Jabatan

, Pangkat/Gol/Nip

Masmg-masmg dan kantor yang sama, berdasarkan

1 Surat Keterangan Penghentian Penyidikan Nomor

2 Putusan Praperadilan Nomor tanggal

3

Telah mengembalikan benda sitaan / barang bukti yang telah disita 
berdasarkan Surat Permtah Penyitaan Nomor

, tanggal yaitu berupa -------------

1 (Sebagaimana Daftar terlampir)
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Kepada ---------------------

N a m a
Tempat/Tgl Lahir 
Kewarganegaraan 
A g a m a 
Pekerjaan
Alamat tempat tmggal 

Dengan disaksikan oleh

1 N a m a 
Alamat

Jabatan
2 Nama 

Alamat 
Jabatan

Uraian smgkat pelaksanaan pengembahan benda sitaan/barang bukti 
adalah sebagai benkut ------------------------------

------- Demikianlah Benta Acara Pengembalian Barang bukti mi
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian 
ditutup dan ditandatangam di pada tanggal bulan

tahun 2000 ------

Yang menenma Yang mengembalikan, 
P en yid ik  Pegaw ai N eg en  S ip il

Nip Nip

Saksi-saksi
1...............
2..........
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
II SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Nomor SPPP/

Pertimbangan Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap
tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana 
yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti 
atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau 
penstiwa tersebut bukan merupakan tmdak pidana atau 
penyidikan dihentikan demi hukum, sehmgga perlu 
menge'uarkan Surat Penntah ini

D a s a r  1 Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2),
dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP

2 Pasal Undang-undang Nomor Tahun
tentang ,

3 Surat Pembentahuan Dimulamya Penyidikan Nomor
tanggal

4 Resume hasil penyidikan tmdak pidana di bidang
atas nama tersangka
, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Undang-Undang Nomor Tahun
tentang ,

5 Basil Gelar Perkara tanggal

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a  I N a m a

Pangkat /  Gol /  Nip 
Jabatan

(Selaku Penyidik Pegawai Negen Sipil) 
2 N a m a 

Pangkat/ Gol/Nip 
Jabc tan

(Selaku Penyidik Pegawai Negen Sipil)

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



1 Menghentikan penyidikan tindak pidanaU n t u k
atas nama tersangka

Nama 

Tempat/Tgl Lahir 

Jems Kelamin 

Agama
Ke wargane gar aan 

Pekerjaan 

Alamat tmggal

Dalam perkara tindak pidana di bidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang 
Nomor Tahun tentang

Terhitung mulai tanggal

karena (tidak cukup bukti atau tidak
memenuhi unsur pasa l yang dipersangkakan  
kepada tersangka, atau pen stiw a  tersebut bukan 
merupakan tindak pidana atau penyidikan  
dihentikan demi hukum) *

2 Membentahukan penghentian penyidikan kepada
Kepala Kejaksaan dan
Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang
terkait

3 Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan 
dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak

4 Surat Permtah mi berlaku sejak tanggal dikeluarkan
S e 1 e s a l

Yang menenma Permtah,

Dikeluarkan di 
Pada tanggal

Nip

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
JJ  SURAT KETETAPAN

PRO JUSTITIA

w

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pertimbangan

Mengingat

SURAT KETETAPAN
Nomor

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan 
terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti 
ternyata bahwa penstiwa yang diduga
sebag ai tmdak pidana dibidang

yang dipersangkakan kepada 
tersangka, tidak cukup bukti atau
penstiwa tersebut bukan merupakan tmdak pidana 
atau penyidikan dihentikan demi hokum, sehmgga 
perlu mengeluarkan Surat Ketetapan mi

Memnerhatika

9
3
4

1
2
3

Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan 
Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
PqcqI I TnHanrr_T InHana Mnmnr tajonn
Surat Pembentahuan Dimulamya Penyidikan

Resume hasil nenvidikan tanggal
Laporan hasil Gelar Perkara tanggal
Surat Permtah Penghentian Penyidikan Nomor

M E M U T U S K A N :

Menetapkan 
nama tersangka

1 Menghentikan penyidikan perkara atas

Nama
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamm 
Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat tmggal

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



DcJam perkara tmdak pidana di bidang 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal Undang-undang Nomor
Tahun tentang

2 Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada
Kepala Kepolisian dan Kepala
Kejaksaan serta pihak-pihak
yang terkait

3 Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan 
dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada 
pemilik barang atau dan siapa benda ltu disita atau 
kt pada pihak yang berhak

4 Surat Ketetapan mi berlaku 
Terhitung sejak tanggal ditetapkan 
karena
(sebutkan alasan penghentian)

Dikeluarkan di 
pada tanggal

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nip
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
KK PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Penhal

Pemalang

BIASA 
Satu berkas
P em b en tah u an  p en gh en tian  p en y id ik an .

Kepada

Yth 1 KEPALA KEJAKSAAN 
2 KEPALA KEPOLISIAN

di

1 Dasar

a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal
109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP b Pasal
Undang-Undang Nomor tahun tentang

, c Surat Penntah Penghentian Penyidikan
Nomor tanggal
d Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor

tanggal

2 Sehubungai dasar tersebut di atas, dengan mi dibentahukan
bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan
terhadap tmdak pidana di bidang
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Undang-Undang Nomor Tahun tentang
telah dihentikan penyidikannya oleh karena 

(tidak cukup bukti atau peristiw a tersebut 
bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak  
memenuhi unsur pasa l yang dipersangkakan).

3 Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat admimstrasi
penghentian penyidikan •

f
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a Surat Permtah
Penghentian Penyidikan 
b Surat Ketetapan
Penghentian Penyidikan
c Surat Permtah Pengeluaran Tahanan
(bila dilakukan Penahanan) d Berita
Acara Pengeluaran Tahanan

4 Demikian untuk menjadi maklum
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan Nip
1
2______________________
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
LL PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

PRO JUSTITIA

PEME UINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

Nomor
Klasifikasi

Lampiran

Penhal P engirim an berkas perkara

a .n . tersan gk a  .______. K e p a d a

Yth KEPALA KEJAKSAAN 
M elalui

KEPALA KEPOLISIAN

di

1 Bersama mi dikinmkan Berkas Perkara Nomor tanggal
dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka

N a m a
Tempat /  Tgl Lahir 

Jems Kelamin 
Agama
Kewarganegaraa 
Pekerjaan 
Alamat tmggal

dalam perkara tmdak pidana di bidang 
dimaksud dalam Pasal Undang-undang 
Nomor Tahun

2 Tersangka tersebut di atas ditahan /  tidak  ditahan

, sebagaimana 

tentang

r
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3 Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti 
disimpan di

4 Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan 
selanjutnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPIL

Tembusan Nip

1
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
MM TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

--------Pada han mi tanggal 2000 , Pukul
Wib,- telah dilakukan serah terima ----------

Berkas Perkara Nomor , tanggal dengan Surat
Pengantar dan Dir /  Ka Nomor , tanggal , penhal
Penginman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama Tersangka

N a m a
Tempat/Tgl Lahir 
Jems Kelamin 
Agama
Ke war gane garaan
Pekerjaan
Alamat

Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Undang-undang Nomor

Tahun tentang

---------- Serah terima dilakukan di kantor
pada han dan tanggal tersebut di a ta s -------------

Yang menyerahk an, Yang menerima

Nama
____________________  Pangkat/Nrp
Nip Jabatan

Tanda Tangan

Disaksikan

1
2  

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
NN PENGIRIMAN TERSANGKA DAN DAN BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang

P engirim an T ersangka dan
dan Barang B ukti K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN................
M elalui

KEPALA KEPOLISIAN.................

di

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Penhal

1 Rujukan
a Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP 
b Surat Kepala Kejaksaan Nomor tanggal

penhal Hasil penyidikan sudah lengkap (P-21)

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini

dikmmkan ( ) orang tersangka atas nama

N a m a
Tempat / Tgl Lahi 
Jems Kelamm 

Kewarganegaraan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat tmggal

dalam perkara tmdak pidana di bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Undang-undang
Nomor Tahun tentang

3 Tersangka dilakukan  /  tidak  dilakukan penahanan di Rutan
, beserta Barang Bukti berupa

r
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-----------------Sebagaimana terlam pir dalam
Daftar Barang Bukti ---------------

4 Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) 
Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat 
Keputusannya

5 Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan 
selanjutnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan Nip

1
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
OO BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

-------Pada han mi tanggal ( ) bulan tahun
2000 (sembilan atau ) pukul Wib Saya ----------

Pangkat Nrp , Jabatan selaku Penyidik /

Penyidik Pembantu dan kantor tersebut di atas,
berdasarkan -------------------------------------------------------------------------

1 Surat Kepala Kejaksaan Nomor ,
tanggal , Penhal Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana An Tersangka , sudah lengkap (P-
21 ) - - -

2 Surat Nomor , tanggal
, penhal Pengiriman Tersangka

dan Barang Bukti -------------------------------------------------------

3 Surat Kepala Kepolisian No Pol
tanggal , penhal Pengiriman

Tersangka dan Barang B ukti------------------------

------------------------------------------------------- Telah menyerahkan dalam

keadaan lengkap dan baik Tersangka atas nama --------------------------

N a m a
Tempat /  Tgl Lahir 
Jems Kelamm 
Ke war gane garaan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat tmggal
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Benkut barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang 
bukti dan dalam B erkas Perkara Nom or :

tanggal ------------------------------

Kepada Kejaksaan

yang diterima oleh

N a m a 
Pekerjaan 
Pangkat /  Jabatan

Serah tenma dilakukan di kantor 
disaksikan --------------------------------

1 N a m a 

Pekerjaan

Pangkat /  J  abatan

2 N a m a 
Pekerjaan

Pangkat / J  abatan
/ Demikian

11
9

-----------  Demikian Benta Acara Serah Tenma Tersangka dan Barang
Bukti mi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan 
kemudian ditutup dan ditanda tangam di pada
tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000 ------------------

Yang Menenma,

Nip

Yang Menyerahkan,

Nrp

Saksi-saksi
1
2

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
PP PELIMPAHAN PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pemalang
Nomor
Klasifikasi

Lampiran

Penhal P elim pahan  penyid ik an

a .n . te r s a n g k a ...................  K e p a d a

Yth KEPALA KEPOLISIAN

di

1

2

3

Dasar
a Laporan Kejadian Nomor

tanggal
b Hasil Gelar Perkara tentang

pada tanggal

Dan hasil pemenksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang 
Bukti didapat fakta bahwa Tersangka atas nama

telah melakukan tmdak pidana di 
bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Undang-undang Nomor Tahun tentang
, dan juga Pasal Undang-undang Nomor

Tahun tentang ( Undang- Undang lain
dtluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa 
PPNS atau .

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama mi kami 
serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab ( 

) orang tersangka atas nama 
N a m a

T em p at /  Tgl Lahir

Jems Kelarmn 

Ke war gane garaan

r
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Agama 
Pekerjaan 
Alamat tmggal

3 Tersangka dilakukan /  tid ak  dilakukan penahanan di Rutan
beserta Barang Bukti berupa

------------  Sebagaimana terlam pir dalam  Daftar
Barang Bukti ----------------

4 Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan
Admmistrasi Penyidikannya

a
b

c

5 Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan
selanjutnya

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan Nip

1
2 ______________________

W V M PIR A N

f
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
QQ BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

— Pada hari mi tanggal ( ) bulan tahun 2000
,jam  Wib Saya -----------------

Pangkat/Gol/Nip , Jabatan dan kantor tersebut di

atas selaku Penyidik Pegawai Negen Sipil 
berdasarkan -----------------------------------------------------------

1 Surat Nomor tanggal penhal
Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama 
Tersangka

2 Hasil Gelar Perkara pada tanggal
tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana

atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan 
penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka

dalam perkara tmdak pidana di bidang 
sebagaimana diatur dalam

Pasal Undang-undang Kepada —

N a m a  
Pangkat /  Nrp 
Jabatan

Beserta kelengkapan admimstrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa

k r
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1 Laporan Kejadian ----------------------------------------------------
2 Surat Pembentahuan Dimulamya Penyidikan (SPDP) -------
3 Hasil Pemenksaan --------------------------------------------------
4 Barang-barang bukti yang disita antara lain ------
5 (terlampir)

Serah terima mi dilakukan di kantor Kepolisian Jalan
dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih 

dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas 
dan disaksikan oleh kedua orang saksi masmg-masmg -------------------- -----

1 N a m a
2 Pangkat
3 Jabatan
4 Alamat

(dan Instansi PPNS)

1 N a m a
2 Pangkat
3 Jabatan
4 Alamat

(dan Kepolisian)

-----------Demikian Benta Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup 
dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas
tahun 2000

Yang Menyerahkan PPNS Yang Menenm
Penyidik

Nip Nrp

Saksi-saksi
1
2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
RR DAFTARSAKSI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR SAKSI
Nom or : B P / /  .. / 2 0 1 7 /  ................

No NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET

1

2

3

Pemalang,

Mengetahui PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nrp NIP

K

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
SS DAFTAR TERSANGKA

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR TERSANGKA 
N om or : B P / /  . /  . . . /  ................

No. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET

1

2

3

Mengetahui

Pemalang,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nrp Nip

r
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
TT DAFTAR BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR BARANG BUKTI 
N om or : B P / /  . / .  /  .

No NAMA BARANG JUMLAH KETBRANGAN

1

2

3

Mengetahui

Pemalang,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nrp NIP

y
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN PEMALANG 
UU DAFTAR BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA 
Nom or : B P / /  .. /  . /  .............

No. MACAM SURAT BANYAK LEMBAR KETERANGAN

1

2

3

4

5

Mengetahui
Pemalang,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nrp NIP

Ditetapkan di Pemalang 
Pada tanggal

'BTJPATr PEMALANG,7/
JUNAEDI

T T T T K t A h

ML
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